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ABSTRAK

M. Hasiruddin A. Wahid, dengan Nomor Stambuk B111 03 120
Tinjauan Hukum Mengenai Electronic Filling System dalam pelaksanaan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Dengan dosen
pembimbing Ruslan Hambali sebagai pembimbing | dan Winner Sitorus
sebagai pembimbing II.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan
menggunakan E-Filling System.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Barat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
Makassar Ahmad Yani, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Wilayah 07 Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan
menggunakan E-Filling Sysfem.

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar
dengan menggunakan E-filling system yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) telah dapat dilakukan, namun menyangkut masalah data diinput
langsung ke kantor pusat tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di cabang,
selanjutnya data pembayaran PBB yang berada di Kantor Pusat diserahkan ke
Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang ada di pusat
selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke KPP(Kantor Pelayanan Pajak) Pratama
yang ada di setiap cabang.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar pada
tahun anggaran 2008 telah mencapai target yang ditetapkan dari rencana
penerimaan Rp 47,781,828 menjadi Rp 49,295638 dengan persentase
103,17%.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan
pembangunan dan juga untuk kepentingan negara, seperti menjaga
keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai
dan lain sebagainya. Dalam hal bentuk pengelolaan pajak dapat dilihat
dari lahimya kebijaksanaan pemerintah untuk menggerakkan dan
memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dengan jalan membayar pajak. Hingga kini usaha
Pemerintah dalam hal pengelolaan pajak telah berlangsung lama, tetapi
belum memuaskan akibat kurangnya kepercayaan masyarakat tehadap
sistem pemungutan pajak yang ada di negara kita.

Dalam penagihan dan pemungutan pajak harus memenuhi syarat,
antara lain: Pemungutan pajak harus adil, berdasarkan Undang-Undang,
tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis), efisien (syarat
financial), dan sederhana. Pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan
tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang, dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di
antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam



pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Maijelis Pertimbangan Pajak. Pemungutan pajak harus
berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis), di Indonesia pajak diatur
dalam UUD 1945 pasal 23 A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk
menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Tidak
menggangu perekonomian ( syarat ekonomis ), kegiatan pajak tidak boleh
menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,
sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
Pemungutan pajak harus efisien ( syarat finansial ), sesuai fungsi
budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih
rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus
sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan
dan mendorong masyarakat dalam hal memenunhi kewajiban
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan
yang baru.

Sehubungan dengan hal itu dan setelah melalui pertimbangan dan
masukan, akhimya pemerintah berhasil mewujudkan kebijaksanaan di
bidang pembaharuan perpajakan mulai dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
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tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 9 November 1994 di
Jakarta.

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan dikenal istilah Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) yaitu surat yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal pajak untuk memberitahukan besamya pajak
terhutang kepada wajib pajak. SPPT itu oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut
peraturan perundang undangan perpajakan.

Metode pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan
secara manual pada saat ini dianggap kurang relevan terhadap
kebutuhan masyarakat yang semakin modem. Oleh sebab itulah
Pemerintah melalui Dirjen Pajak mengeluarkan satu sistem baru dalam
hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu e-filling system. Ciri khas
dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan e-
filling system adalah dalam hal kesederhanaan prosedur pemungutannya
yang tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak
dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan
memudahkan pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya..

E-filling system ini mendukung sistern pemungutan pajak, yaitu
Self Assessment System, di mana wajib pajak bisa melakukan sendir
mengenai hal pelaporan pajaknya tanpa adanya kehadiran petugas pajak.

Sistem penyampaian secara manual yang selama ini dilakukan di



Indonesia, dianggap memperiambat pelayanan kepada wajib pajak. Selain
itu, berpotensi tinggi untuk timbulnya risikko KKN antara wajib pajak
dengan petugas pajak itu sendiri. Berbeda dengan pembayaran dengan
menggunakan e-filing system yang mudah dan cepat, sehingga risiko
untuk terjadinya KKN dapat dihindari dan juga dapat menghemat waktu.
Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaiji lebih jauh pelaksanaan
e-filling system dalam tata cara penyampaian SPPT penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan khususnya yang ada di Kota Makassar.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan pokok pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini
sebagai berikut:
Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

dengan menggunakan e-filling system?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah:
Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan dengan menggunakan e-filling system?



D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan menjadi sumber masukan terhadap para pihak terkait,
khususnya Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota
Makassar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat
umum yang ingin mengetahui pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan dengan menggunakan e-filling system.



BARB i

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemungutan Pajak dan Tempat Pajak Terutang
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan kata pemungutan berasal dari kata dasar “pungut’ yang
berarti "ambil". Sedangkan ‘pemungutan’ berarti proses, cara, perbuatan
memungut. Dengan demikian maka pemungutan FPajak Bumi dan
Bangunan adalah proses, cara, perbuatan memungut Pajak Bumi dan
Bangunan.

Menurut Atep Adyabarata (1991 : 190) pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan adalah :

‘Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang

dilakukan oleh petugas pemungut dafam memungut piutang Pajak

Bumi dan Bangunan dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan®

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH (1986 - 29)
pengertian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

“Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah susfu rangkaian

tugas dan pefugas pemungut dalam hal pembayaran hutang Pajak

Bumi dan Bangunan”

Dari pengertian tersebut diatas maka pada hakekatnya pengertian
Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan yang timbul akibat adanya hutang Pajak Bumi dan Bangunan

oleh para wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan dalam rangka



memudahkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka ditetapkan
tempat pajak terhutang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum terhadap penentuan obyek pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Munawir (1982:49)
mengemukakan bahwa salah satu asas dalam cara pemungutan pajak

adalah:

"._asas domisili, yakni pemungutan pajak tergantung dari tempat
tinggal/domisili wajib pajak dari suaty negara.”

Keterangan diatas ditetapkan dengan maksud untuk menentukan
bahwa petugas perpajakan mana yang berkompeten melaksanakan

pemungutan pajak atas wajib pajak dan obyek pajak itu sendiri.

B. Electronic Filling System
1. Pengertian Electronic Filling System

Electronic filling system atau pembayaran secara elekironik
merupakan tata cara pembayaran yang dapat dilakukan melalui media
online yang real time seperti Bank secara elektronik. Misalnya transfer
melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau meialui Bank Persepsi yaitu
Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran
penerimaan Megara, bukan dalam rangka impor, yang meliputi
penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan Negara bukan

pajak. (www.pajakonline.com/engine/artikel/art php?artid=2622)



2,

Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan secara elektronik adalah -

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 1994 Pasal 11 Ayat 5 Tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan
bahwa :

“pajak yang terhutang di bayar di Bank, Kantor Pos dan Giro,
dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan."
Keputusan bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal
Pajak, Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan
Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam
Negeri NOMOR KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ./2003, KEP-973-011
TAHUN 2003, Tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan,
Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:
“fata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PEB
sekior pedesaan dan perkotaan dilakukan melalui tempat

pembayaran elektronik.”



C. Alat bukti elektronik dalam hukum pidana

Alat bukti surat merupakan terjemahan dari 'document’. Menurut
Edmon, yang dikatakan dokumen tidak terbatas hanya surat. Bila ada
tulisan lain yang mengandung informasi dan relevan bagi kasus maka bisa
dimajukan di persidangan sebagai alat bukti surat. Seyogianya tidak
terjadi lagi pemahaman bahwa surat harus ada secara fisik dalam bentuk
kertas. Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim
mestinya menggali, memahami dan mengikuti perkembangan yang terjadi
dalam masyarakat.

(www.pajakonline.com/engine/artikel/art. php ?artid=2622)

Dalam draft revisi KUHAP, untuk melakukan penelusuran terhadap
data elektronik maka penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan
membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer,
jaringan intemet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik
lainnya jika data tersebut diduga keras mempunyai hubungan dengan

perkara pidana yang sedang diperiksa.

Penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video
sebenarnya telah diterapkan di dalam kasus Bom Bali |, 2002 lalu. Dalam
menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-undang Repubiik indonesia No.1 tahun



2002 fentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun
mengundang kontroversi namun JPU bersikukuh bahwa pembacaan
keterangan saksi dari Malaysia dan Singapura yang tidak dapat hadir ke

persidangan adalah sah karena sesuai deskripsi alat bukti dalam undang-

undang.

Selain dalam tindak pidana terorisme, penyidik KPK juga memiliki
kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
Wewenang ini dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU no.30

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 menyebutkan
bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik
merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila
menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Pengaturan ini mengacu kepada UNCITRAL Model Law on
Electronic Commerce 1996 yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik

diakui sederajat dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak

sebagai bukti pengadilan.
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Sebenarnya Perluasan alat bukti ini perlu dilakukan dalam rangka
mengakomodir  perkembangan teknologi informasi yang semakin
berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kegiatan surat-
menyurat (e-mail) sampai transaksi ekonomi berskala besar dapat
dilakukan lewat internet sehingga bukan tidak mungkin ada tindak pidana

yang melibatkan kegiatan tersebut di atas.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan
kriminal sebagai science of response yang mencakup berbagai disiplin
iimu (Muladi, 2003). Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif
berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi Informasi dewasa
ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas
(paperfess fransaction) dalam sistem pembayaran menimbulkan
permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang — undang Hukum
Acara Pidana yang menetapkan alat bukti yang sah adalah keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Sedangkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
disebutkan alat —alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi —
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah,
Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam

perkara pidana maupun perdata, akibat kemajuan kemajuan teknologi
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khususnya Teknologi Informasi, ada suaty persoalan mengenai
bagaimana kedudukan produk teknologi , khususnya catatan elektronik,
sebagai alat bukti. Sebagai contoh, penggunaan teleconfersnce dalam
persidangan oleh beberapa kalangan dipandang sebagai terobosan
hukum atau penemuan hukum karena penggunaan teknologi ini belum
diatur dalam KUHAP. Di dalam KUHAP telah nyata — nyata secara jelas
menentukan keharusan kehadiran saksi dalam persidangan. Keterangan
saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan. Dalam hal penggunaan tele-videoconference kehadiran saksi
di sidang pengadilan bukan secara fisik,namun secara virtual, hal inilah
yang masih menimbulkan pro dan kontra apakah kehadiran secara virtual

ini dapat disetarakan dengan kehadiran fisik.

Mengenai keabsahan fransaksi dan kekuatan pembuktian,
transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy atau warkat kerias,
namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan
tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan/direkam di
komputer atau dicetak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: “/nformasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti yang sah.”
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Masalah peiik yang dihadapi penegak hukum saat inl adalah

bagaimana menjaring pelaku kejahatan Teknologi Informasi  yang
mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang
berlaku. Kendala yang Hias-ik adalah sulitnya menghukum si pelaku
mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang
kejahatan komputer, Internet atay Teknologi Informasi. Masalah utama
adalah belum diterimanya dokumen elektronik (misainya file komputer)
sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut UU No 8/1981 (KUHAP). Pasal
184 ayat (1) dari Undang undang ini secara definitif membatasi alat-alat
bukti hanyalah keterangan saksi. keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa saja.

Satu fiksi hukum berikut ini cukup memberikan gambaran kendala
tersebut : Seorang pegawai di sebuah instansi pertahanan pemerintah
menyalin data-data rahasia yang tersimpan di dalam media penyimpan
komputer ke dalam sebuah disket yang memang tersedia di tempat kerja
tersebut. Ketika sedang menyerahkan disket yang berisi rahasia negara
tersebut kepada pihak lawan, pegawai tersebut berhasil ditangkap oleh
dinas Intelijen pemerintah. Studi terhadap masalah hukum yang muncul
atas fiksi hukum di atas adalah sulitnya menjaring si pelaku atas sangkaan
pembocoran rahasia negara. Kalaupun kasus dilanjutkan maka yang

terjadi adalah sebuah kontroversial yaitu sangkaan terhadap si pelaku

13



sebagai penggelapan sebuah disket. Fiksi hukum di atas memang
bukanlah contoh kejahatan komputer. Namun mengingat kejahatan
komputer Fﬁﬂ?ﬂk berhubungan dengan data elektronik yang tersimpan di
dalam disket, hard disk, CD ROM, dan sebagainya, akan sulit bagi Jaksa
untuk mendakwa si pelaku mengingat tidak diakuinya dokumen elektronik
sebagai alat bukti oleh KUHAP.

(www. pajakonline.comvengine/artikel/art. php ?artid=2622)

Mengingat kelemahan KUHAP tersebut, dalam menjalankan
tugasnya penyidik harus dengan cerdik menggunakan definisi dokumen
elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Pada dasamya dalam
praktik peradilan hakim sudah menerima dokumen elektronik sebagai alat
bukti, meskipun hal ini mungkin dilakukan tanpa sadar. Dalam kasus-
kasus pidana yang berhubungan dengan perbankan umumnya rekening
Koran atau dokumen apapun yang berisikan data nasabah berikut laporan
keuangannya dihadirkan sebagai alat bukti surat. Padahal yang dimaksud
dengan rekening koran sebenarnya adalah cetakan (print out) laporan
keuangan nasabah yang dalam bentuk aslinya berupa dokumen elektronik
(file komputer). Prosedur sistem perbankan modern saat ini seluruhnya
menggunakan komputer sebagai petugas yang secara otomatis mendebet
rekening nasabah (misalnya pengambilan lewat ATM atau pengambilan

melalui cek dan giro), atau secara otomatis menambahkan bunga atas
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dana nasabah. Seluruh proses ini dicatat oleh komputer dan disimpan
dalam bentuk file. Dengan demikian seluruh proses pembukiian kasus-
kasus perbankan dalam kaitannya dengan dana nasabah sangatlah
mustahil didasarkan pada dokumen yang aslinya berbentuk kertas.
Kalaupun ada dokumen berbentuk kertas maka itu hanyalah cetakan file
komputer pada bank yang bersangkutan. Dengan diterimanya rekening
Koran tersebut sebagai alat bukti surat maka hal ini dapat menjadi dasar

bagi penyidik untuk menggunakan cetakan file komputer sebagai alat bukti

surat.

Doktrin tentang hal ini juga diberikan oleh Subekti (1995). Menurut
Subekti pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan
hukum yang sebenamya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini
antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam
mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak
menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-daliinya dan meyakinkan
hakim akan kebenaran daiil-dalil yang dikemukakan. Untuk itu hakim patut
menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus

dikungkung oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut

memenuhi prinsip-prinsip logika.

Untuk memperjelas pendapat Subekti tersebut, ilustrasi di bawah

ini mungkin akan memberikan pemahaman yang lebih memperiuas
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cakrawala berpikir: Pernah dipersoalkan, apakah selain lima macam "alat
bukti® yang disebutkan dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Pasal 164 RIB (Kini oleh KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1)
atau pasal 283 RDS, tidak terdapat lagi alat-alat bukti lainnya. Persoalan
tersebut lazimnya dijawab, bahwa penyebutan alat-alat bukti dalam pasal-
pasal tersebut tidak berarti melarang alat-alat bukti lainnya yang bukan
tulisan. Pasal 1887 Kitab Undang-undang Hukum Perdata misalnya
menyebutkan "tongkat berkelar” yang dapat dipakai untuk membuktikan
penyerahan-penyerahan barang. Ada juga yang mengatakan bahwa bukti
lain itu yang tidak berupa tulisan, kesaksian, pengakuan, atau sumpah,
seyogyanya saja dianggap sebagai "persangkaan”, tetapi pendapat yang
demikian itu tidak tepat. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa undang-
undang yang kita pakal sekarang ini dibuat seratus tahun yang lalu.
Dengan kemajuan dalam berbagai bidang teknologi yang pesat dalam
setengah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat baru, seperti
fotocopy, tape recorder, dan lain-lain yang dapat dipakal sebagai alat

bukti. :‘mmmpa_;‘aknnﬁna.camfangine!arﬁkaﬂaﬂ.php?arﬁd=2622}
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D. Salah satu Jenis alat bukti yang sah

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal
41 disebutkan bahwa: alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah:

a. Alat bukti sebagai mana dimaksud dalam ketentuan perundang-

undangan yang berlaku,

b. Alat bukti lain berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :
“informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data inferchange, electronic mail,
telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang
dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah

diolah sehingga mempunyai arti”.

Berikut ini merupakan pengantar pasai-pasal yang berhubungan

dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yaitu:

17



Pasal 14 ayat 1 berbunyi:" penyelenggaraan sertifikasi elektronik

sebagal mana dimaksud dalam pasal 13 wajib menyediakan informasi

yang akural,jelas dan pasti kepada seliap pengguna jasa yang meliputi:
@ Metode yang digunakan untuk mngidentifikasi penanda tangan.

b Hal hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat
tanda tangan elektronilk.

¢ Hal hal yang dapat digunakan untuk menunjukan keberlakuan dan

keamanan tanda tangan elektronik”

Pasal 14 ayat 2 berbunyi: * ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan sertifikasi elektronik diafur dengan peraturan
pemerintah’.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi: * informasi dan atau dokumen elektronik

dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukli hukum yang sah”.

Pasal 5 ayat 2 berbunyi:" informasi dan atau dokumen
elaktronikdan atau hasil cetaknya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan perluasan dar alat bukti yang sah sesual dengan hukum

acara yang berfaku di Indonesia’.
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Pasal 5 ayat 3 berbunyi " informasi dan atau dokumen elektronik
dinyatakan sah apabila mengunakan sistem elektronik sesuai dengan

kelentuan yang diatur dajam undang undang ini."

Dalam hubungannya dengan e-filing system dalam pelaksanaan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka bukti pembayaran atau
struk yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri masuk dalam kategori bukti
surat. Hal ini disebabkan karena bukti pembayaran atau struk tersebut

masuk dalam bentuk kertas yang tertulis yang tersirat yang mengandung

informasi menyerupai surat.

Dalam melakukan segala perbuatan hukum di Indonesia tidak
terlepas dari peraturan peraturan yang berlaku di Megara kita salah
satunya adalah kitab undang undang hukum acara pidana ( KUHAP ) dan

di dalam KUHAP juga diatur jenis jenis alat bukti.

Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa:

“Alat bukti yang sah adalah™

a. Kelerangan sah:si
b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
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Menurut Andi Hamzah, di dalam pasal 181 RUU KUHAP versi yang
terakhir alat bukti surat menempati urutan nomor satu. Sementara, pada
urutan di bawahnya terdapat empat alat bukti lain secara berurutan yaitu

keterangan ahli, keterangan saksi pengamatan hakim selama sidang,

dan keterangan terdakwa. (Andi Hamzah, 1986)

Mengenai diutamakannya alat bukti surat dibandingkan dengan
keterangan saksi, Andi mengatakan hal tersebut sengaja dilakukan oleh
penyusun RUU KUHAP untuk menghapus kesan seolah-olah jika tidak

ada bukti keterangan saksi seorang terdakwa tidak dapat dipidana.

Sebenarnya perluasan alat bukti ini perlu dilakukan dalam rangka
mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang semakin
berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kegiatan surat-
menyurat (e-mail) sampai transaksi ekonomi berskala besar dapat
dilakukan lewat internet sehingga bukan tidak mungkin ada tindak pidana

yang melibatkan kegiatan tersebut di atas.

Privasi adalah prinsip yang mutlak dalam dunia telekomunikasi di
indonesia. Oleh karena itu harus tetap dijaga meski ada peraturan
mengenai diperbolehkannya penyadapan oleh penyidik. Penyidik harus
metmiliki izin tertulis untuk melakukan penyadapan dan penyadapan baru

boleh dilakukan setelah surat tersebut keluar. Edmon Makarm
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b o
Sfpendapat bahwa pada dasamya penyidik tidak boleh merekam tanpa

ada dasar kecurigaan hukum terlebih dahulu. (Edmon Makarim, 2005 hal
132)

Mengenai permasalahan apabila aturan mengenai alat bukti
diperluas apakah pengetahuan hakim mengenai teknologi informasi cukup
memadai ataukah tidak, Edmon Makarim optimis bahwa hakim Indonesia
memiliki pengetahuan yang cukup mengingat mereka tentunya sudah
biasa mengoperasikan alat-alat komunikasi berteknologi canggih seperti

contohnya handphone.

E. Fungsi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
pemerintah yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat ( DPR )
mempunyai fungsi atau tujuan tersendiri, demikian pula dalam undang-
undang republik indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik juga
terdapat asas dan tujuan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang informasi dan
teknologi disebutkan bahwa: “pemanfaatan teknologi imformasi dan
transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum,
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi’. Hal ini berarti setiap warga negara yang ingin

melakukan perbuatan hukum dalam bidang pemanfaatan transaksi
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teknologi informasi dan transaksi elektronik bebas memilih atau

melakukan transaksi tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan

mengedepankan kepastian hukum.

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang

tersebut adalah:

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia.
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi nasional.

c. Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan
secara optimal teknologi imformasi untuk tercapainya keadilan dan
kepastian hukum,

d. Membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuannya dibidang penggunaan dan

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung
jawab.

Mempercepat tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam

penggunaan dan pemanfaatan teknologi imformasi dalam rangka

menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia.



f. ' , :
Mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan kepastian hukum.

9. Memberi rasa aman, dan adanya kepastian hukum bagi pengguna

dan pemanfaat teknologi imformasi.

F. Kelebihan — Kelebihan Fasilitas Perbankan Secara Elektronik

Setiap sistem perbankan yang berlaku di negara kita memiliki
kelebihan masing-masing begitu pula dengan pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik secara on-
line. Hal tersebut dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada
wajib pajak dan tertib administrasi pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PEB).

Adapun kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
melalui fasilitas perbankan elektronik sesuai dengan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ.6/2003 Tentang Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) on-line Nasional adalah sebagai berikut:
a. Dari sisi pelayanan kepada wajib pajak :

1). Waktu pelayanan pembayaran selama 24 jam penuh termasuk

pada hari libur.

2). Tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar pajak terhutang



3). Dapat di bayarkan dj setiap unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di

seluruh Indonesia,

4). Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih nyaman dan
fleksibel sesuai aktifitas wajib pajak.

9). Sebagai salah saty tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) alternatif kepada wajib pajak untuk membayar pajak

terhutang.

6). Struk ATM diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dan ebagai
pengganti STTS.

. dari segi administrasi :

1). Komunikasi data pembayaran menggunakan jaringan Real Time
On-line, sehingga menyajikan data pembayran secara tepat dan
akurat.

2). Proses rekonsiliasi pembayaran dilakukan secara cepat dan
terpusat, yaitu secara harian oleh Direktorat PBB dan BPHTP
dengan pihak Bank.

3). Proses pelimpahan hasil penerimaan PBB dari ATM dilakukan
secara otomatis ke Bank Persepsi yang menerima pembayaran

PBB melalui bank tersebut.
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4). Pelaporan diiakukan melaiui sistem, baik pelaporan dari pihak

Bank ke Direktorat PBB dan BPHTB maupun dari Direktorat PBB
dan BPHTB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
(KPPBBE).

5). Tidak perlu dilakukan perekaman STTS, karena status lunas

secara otomatis akan terekam dalam basis data pada saat selesai

dilakukannya pembayaran,

G. Perlindungan Hukum Bagi Terhadap Pengguna Jasa Perbankan
Elektronik

Sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi harus diatur secara tegas, apakah hal
tersebut dilakukan oleh hacker, perorangan maupun suatu badan hukum.
Sanksi pidana dalam suatu undang-undang Jex specialis harus ditetapkan

dengan memperhatikan syarat-syarat:

1. mempertimbangkan sanksi yang ditetapkan dalam KUHP untuk
kejahatan sejenis, ketetapan sanksi dalam fex specialis tidak boleh

iebih rendah dari ketetapan yang tercantum dalam KUHP;

2. mempertimbangkan harmonisasi dengan undang — undang lain yang
sudah ada terlabih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih produk

hukum atau inkonsistensi hukuman;
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3. sanksi dapat berupa hukuman penjara dan atau denda.

Dengan memperhatikan syarat — syarat di atas Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Teknologi menetapkan sanksi pidana
sebagai berikut:

a. Terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan Teknologi
Informasi dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, harta
benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran
obyek-obyek vital dan strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas
umum atau fasilitas internasional, usaha menggulingkan
pemerintahan yang sah, atau membahayakan keamanan negara
atau untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara atau
sebagai bagian dari kegiatan teror kepada orang atau negara lain,
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau
pidana penjara, paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun,

b. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan pencurian
sebagaimana dimaksud pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan
pada pasal 362 Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, dipidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 15 (lima
belas) tahun atau denda sedikit — dikitnya Rp. 500.000.000,- (lima
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fatus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah),

. Terhadap siapa sdja yang dengan sengaja dan melawan hukum

Mmemasuki lingkungan dan atau sarana fisik Sistem Informasi
tanpa hak atau secara tidak sah menggunakan sandi akses palsu,
melakukan pembongkaran tanpa seijin pemiliknya yang sah atau
perusakan dengan atau tanpa maksud merugikan pemilik sah,
dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun atau denda sedikit - dikitnya Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah).

. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
memasuki lingkungan dan atau sarana fisik Sistem Informasi milik
instansi pemerintah, militer, perbankan, atau instansi strategis
lainnya tanpa hak atau secara tidak sah dengan menggunakan
sandi akses palsu, melakukan pembongkaran atau perusakan
dengan atau tanpa maksud merugikan instansi yang dituju,
dipidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun atau denda sedikit — dikitnya Rp. 700.000.000,-
(tujuh ratus juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratur juta rupiah). Apabila pelaku

kejahatan tersebut terbukti telah menyebarkan dan atau
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m ' :
engumumkan informasi yang harus dilindungi kepada pihak yang

tidak berwenang hukuman pidananya ditambah 2 (dua) tahun.

- Terhadap siapa saja yang dengan sengaja terbukti memanfaatkan
Teknologi Informasi untuk melakukan transaksi elektronik, dengan
menggunakan identitas palsu, atau identitas milik orang lain,
dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3
(tiga) tahun ., dan dikenakan denda sedikit- sedikitnya Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila transaksi elektronik
tersebut dilakukan untuk transaksi ekonomi dengan menggunakan
alat pembayaran berupa kartu kredit, atau kartu debit atau alat
pembayaran lainnya yang bukan miliknya sah, dipidana penjara
paling singkat 7 (tujuh) tahun, dan dikenakan denda sebesar 2
(dua) kali dari nilai kerugian yang ditimbulkannya.

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengubah, menghapus, atau menghilangkan sebagian data
komputer asii, yang mengakibatkan hilangnya keaslian data dan
menggunakan data yang tidak asli untuk melakukan kegiatan dan
atau keperuan lain yang sah, dikategorikan sebagai tindak
pemalsuan, dan dipidana. penjara paling singkat minimal 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima} tahun.

 Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan dan melawan

hukum memasukkan,  mengubah,  menghapus, atau



menghilangkan sebagian data komputer atau mengganggu sistem
komputer, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dipidana
Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun, dan dikenakan denda sedikit-dikitnya 3 (tiga) kali dari nilai
kerugian yang ditimbulkan.

- Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan
hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menyebarkan
gambar, tulisan atau secara bersamaan dari keduanya yang
mengandung sifat — sifat pornografi, melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pasal 281, 282 dan pasal 283 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memenuhi ketentuan
Pasal 281, 282, 283 KUHP, dipidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan
hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menyimpan,
memproduksi, menyebarkan, atau menawarkan bahan — bahan
atau informasi yang bersifat pornografi dengan menggunakan
anak — anak sebagai model dan atau sasarannya, dipidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun.

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja memanfaatkan

Teknologi Informasi untuk membantu terjadinya percobaan, atau
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persekongkolan yang menjurus pada kejahatan, dipidana penjara
2 (dua) tahun dan paling lama 5 (jima) tahun, atau denda sedikit-
dikitnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebanyak-
banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan
hukum melakukan akses melalui komputer tertentu yang statusnya
dilindungi oleh pihak yang berwenang atau melanggar hak akses
yang diberikan atau tidak diberikan kepadanya, dengan maksud
untuk mencuri atau memperoleh sesuatu yang bukan merupakan
haknya, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun atau denda sedikit - dikitnya Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.
2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan
hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan teror,
sehingga memenuhi ketentuan tindak pidana terorisme dimaksud
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun, atau setidak-tidaknya dipidana sesuai

Ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme.
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Berk i
€naan dengan kejahatan yang menggunakan sistem komputer

sebagai
g2l sasarannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
menetapkan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum

melakukan intersepsi tanpa hak. secara tidak sah, atau ilegal, dipidana

penjara paaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (fima) tahun.

2. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja terbukti merusak situs
Internet milik orang atau badan hukum lain, yang menimbulkan
kerugian material bagi orang atau badan hukum lain tersebut dipidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
Apabila situs Internet yang dirusak tersebut milik pemerintah, militer
atau situs Intemet lain yang termasuk dilindungi oleh pihak yang
berwenang, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 7 (tujuh) tahun.

3. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
terbukti melakukan penyadapan terhadap jaringan komunikasi data
atau sistem komputer yang terhubung dalam jaringan komputer lokal
maupun global (Intemet), yang selanjutnya digunakan untuk
kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain, dipidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
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4,

Terhadap slapa saja yang dengan sengaja memalsukan nomor
Internet Protocol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang
atau badan hukum lain, yang menimbulkan kerugian material bagi
orang atau badang hukum lain dipidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja mengacaukan atau
membuat sistem komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dengan cara merusak data base atau teknologi enkripsi,
pada sistem komputer tersebut, dipidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan secara mefawan
hukum menggunakan nama domain milik orang atau badan hukum
lain, yang menimbulkan kerugian material bagi orang atau badan
hukum lain atau bagi pemiliknya yang sah, dipidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan paling paling lama 5 (lima) tahun.

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
menggunakan surat glektronik untuk mengumumkan, menawarkan
atau menjual barang dan atau jasa yang sifatnya melanggar hukum
atau dilarang oleh Undang-Undang, dipidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
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8. i :
Terhadap siapa Saja yang dengan sengaja dan melawan hukum

memalsukan atay menggunakan alamat surat elektronik milik orang
atau badang hukum lain tanpa seijin dari orang atau badan hukum

tersebut, dipidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tabun,

Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
memanfaatkan Teknologi Informasi yang dimaksudkan untuk
melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang — Undang
Hak Cipta, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau setidak-tidaknya sesuai ketentuan yang

berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.

10. Terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi
individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang
bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau
Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penyidikan
kasus fasilitas/sistem Teknologi Informasi sebagai sasaran kejahatan, dan

penyidikan kasus Teknologi Informasi yang digunakan sebagai fasilitas
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kejahatan. i
| n. Untuk kejahatan Yang sasarannya berupa fasilitas dan atau

sistem Teknologi Informasi

khususnya Internet, contohnya antara lain;

DosS Attack yaitu penyerangan terhadap sistern operasional,

Merubah tampilan website atay Deface,

Masuk ke suatu sistem komputer secara illegal atau trespassing,

- Mengendus atau membajak password milik orang lain atau sniffing,

. Tindakan-tindakan lainnya  yang dikategorikan  sebagai

Hacking/Cracking/Phreaking.

Membuat dan menyebarkan program yang bersifat merusak (malicious

code) dalam bentuk Worm, Virus, Trojan horse , Dsb,

. Penyalahgunaan perijinan VolP (Voice over Intemet Protocol),

Sengketa atau kejahatan yang menyangkut Domain (penamaan atau

alamat website),

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dalam bidang Teknologi

Informasi.

Sedangkan Penyidikan Kasus Teknologl Informasi yang digunakan

sebagai fasilitas kejahatan umumnya berupa tindak pidana biasa yang

sering terjadi,

(Internet) sebagai

namun sekarang menggunakan teknologi  Informasi

alat untuk melakukan kejahatan, contohnya antara lain;
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Penipuan biasa menawarkan barang/jasa atau saham di Internet,
Penipuan menggunakan nomor kartu kredit orang lain di Internet,
Kejahatan di bidang Bank offence/Fismondef di Internet,

d. Pornografi di Internet,

e. Menawarkan jasa Sex di Internet,

f. Menyebarluaskan tulisan berbau Sex di Internet,

g. Mengancam atau menghina seseorang dengan menggunakan e-mail,
h. Pemerasan dengan menggunakan e-mail,
I. Propaganda atau terorisme di Internet,

j- Dan sebagainya.

Guna mendukung aktivitas penyidikan, dalam bentuk memberikan
bantuan teknis pemeriksaan komputer (computer examination) serta
menyajikan bukti-bukti elektronik yang diperlukan oleh penyidik, suatu
laboratorium forensik khusus pemeriksaan komputer dan Teknologi
Informasi pada umumnya, perlu disediakan. Laboratorium forensik ini
harus melekat dan bersatu dengan para penyidik karena penyidikan
bidang ini memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak, selaras
dengan sifat bukti-bukti elektronik yang sangat mudah dihapus atau

dihilangkan dalam hitungan detik serta sifat para tersangkanya yang
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sangat mobil.

forensik ini

1.

Adapun tanggung-jawab dan kemampuan Laboratorium

antara lain sebagai berikut:
E‘E‘"ﬂ“EIQU“EI Jawab memelihara dan menjaga status quo bukti
elektronik (electronic evidence) serta menganalisa dan menyajikan

bukti elektronik tersebut secara cepat kepada penyidik,

Mampu melakukan pemulihan bukti elektronik (electronic evidence
recovery) yang sudah dihapus ataupun dirusak, serta mampu
mencari kembali catatan elektronik yang sengaja disembunyikan
secara logic dan membukanya apabila diproteksi dengan password
atau di-enkripsi namun tetap syah secara hukum atau berlaku di

pengadilan,
Mampu mengoperasikan dan memelihara alat-alat forensic
computing.

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang memeriukan,

untuk me-recover data pada hard disk yang rusak ataupun membuka

file/dokumen yang diproteksi atau di-enkripsi,

Menciptakan atau mendesain rutin soffware sederhana sebagai
investigation tools yang diperlukan oleh para penyidik, untuk

mempermudah dan mempercepat proses penyidikan di kejahatan

bidang Teknologi Informasi.
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komputer dan Pemahaman

Se
“Afd umum penguasaan penyidik Polri tentang operasional

terhadap hacking komputer serta kemampuan

melakukan  penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut kejahatan

Teknologi

Informasi  masih sangat minim. Banyak faktor yang

mempengaruhi hal tersebut namun dari beberapa faktor tersebut ada

yang sangat berpengaruh (determinan). Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi adalah sebagai berikut:

kurangnya pengetahuan tentang komputer dan sebagian besar dari

mereka belum menggunakan Internet atau menjadi pelanggan pada
salah satu ISP (Intemmet Service Provider).

Pengetahuan dan pengalaman para penyidik dalam menangani
kasus-kasus cyber crime masih terbatas. Mereka belum mampu
memahami teknik hacking, spoofing, stalking, dan modus — modus

operandi para hacker dan profil-profilnya.

Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik karena
Jaksa (Penuntut Umum) masih meminta keterangan saksi dalam
bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) formal sehingga diperlukan
pemanggilan saksi/korban yang berada di luar neger untuk dibuatkan
berita acaranya di indonesia, belum bisa menerima pernyataan korban

atau saksi dalam bentuk faksimili atau email sebagai alat bukti.
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BAB 1l

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di kota

Makassar yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat di

kota Makassar. Hal ini karena instansi tersebut berwenang dalam

memberikan keterangan atau data penunjang dalam penulisan yang

berhubungan dengan judul skripsi ini.

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini
dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang dipercleh dari penelitian lapangan,
berupa wawancara langsung dengan pihak instansi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

9 Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku laporan
hasil penelitian, informasi dari berbagai media dan literatur-literatur

lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

38



C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang
diperlukan dilakukan melalui dua cara :

1. Penelitian lapangan (Field Research) yakni penulis mengadakan

Pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan Kepala

Seksi Pengolahan Datg dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Barat dan Kepala Pelayanan PT. Bank Negara
Indonesia Kantor Wilayah 07 Makassar.

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang
dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku

peraturan perundang-undangan, dan mem-browsing data-data dari

internet yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data
Data yang diperoleh baim primer dan sekunder dianalisis dengan

teknik kualitatif untuk kemudian disajikan secara desknptif.
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Pel

elaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Menggunakan E-
Filling System.
A,

Pelaksanaan Pembayaran PBB Menurut Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada waiib
pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
maka Dirjen Pajak melakukan suatu terobosan baru dalam
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan mengeluarkan
kebijakan atau surat keputusan bersama Direktur Jenderaral
Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, Dan
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi
Daerah, Dan Departemen Dalam Negeri Nomor : KEP-54/A/2003,
KEP-47/PJ./2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No. 973-012 Tentang
Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan, Dan
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sesuai dengan keputusan bersama ini tata cara pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:



"Tata cara .
penerimaan R ayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil

Elekironik ﬂl daﬂ?a ;:EHSIW b:EdESHHH dan Perkotaan melalui TP-FBB
e ' :
Keputusan Bersama ini." gaimana  diatur - dalam - Lampiran 1l

Sistem elekironik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Informasi
elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk
tetapi fidak tferbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta,
rancangan, foto, electronik data interchange (EDI), elektronik mail,
telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara bersama-
sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban,
tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan

negara dan pembangunan nasional.
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Pelaksanaan Pembayaran dengan E-Filling System

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
melalui fasilitas perbankan elekironik secara nasional sudah saatnya
diperﬁmbangkan, mengingat aktivitas dan kegiatan masyarakat yang
semakin moder, apalagi hal tersebut di dukung dengan keluamya
keputusan bersama direktur jenderal anggaran, direktur jenderal
pajak, departemen keuangan dan direktur jenderal pemerintahan
umum, direktur jenderal pemerintahan daerah, departemen dalam
negeri nomor : KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 tahun
2003, tentang tata cara pembayaran, pemindahbukuan, pelimpahan
dan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PEB).
Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa

“tata cara pembayaran, pemindah bukuan, dan pelimpahan

hasil penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan

dilakukan melalui tempat pembayaran secara elekironik”

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan setelah penulis
melakukan penelitian ternyata hal tersebut belum dilakukan secara
menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia sesuai dengan surat
keputusan bersama direktorat jenderal tersebut. Penulis mendapati

bahwa pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat

dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandii ( ATM ), tetapi

menyangkut masalan data diinput langsung ke kantor bank pusat
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yang ada di -
9 ada di Jakarta tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di

caban
9, lalu data Pembayaran PBB yang berada di kantor bank

Pusat diserahkan ke Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak
(KPDJP) yang ada di pusat selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke
KPP Pratama ¥ang ada di setiap cabang.

Sebenamya perbedaan pembayaran melalui fasilitas
perbankan elektronik dengan pembayaran melalui teller tidak terlalu
berbeda. Hanya saja jika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik, yaitu melalui

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memiliki beberapa kemudahan yaitu:

1. Waktu pelayanan pembayaran selama 24 jam penuh termasuk
pada hari  libur.

2. Tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar pajak
terhutang

3. Dapat di bayarkan di setiap unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
di seluruh Indonesia.

4. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih nyaman dan
fleksibel sesuai aktifitas wajib pajak.

5. Sebagai salah satu tempat pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBEB) altematif kepada wajib pajak untuk membayar

pajak terhutang.
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Sedangkan jika pembayaran dilakukan melalui Teller maka
Pembayaran Pgjak Bym; dan Bangunan (PBB) hanya dapat
dilakukan hanya sebatas Jam kerja
pPembayaran

saja, bukan 24 jam seperti
dengan menggunakan ATM, dan juga tidak terlalu
fleksibel karena Wajib pajak harus membawa uang tunai ke Bank
untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Apabila struk ATM atau bukti transaksi hilang maka nasabah
diminta  menghubungi atau dating langsung ke loket tempat
pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak pratama setempat
dengan membawa copy SPPT tahun pajak yang bersangkutan untuk
dimintakan surat keterangan bukti pembayaran PBB, dan apabila
terjadi double pembayaran antara fasilitas BNI dengan tempat
pembayaran elektronik Pajak Bumi dan Bangunan, maka wajib pajak
disarankan untuk mengajukan permohonan restitusi atau ganti rugi
kepada kantor pelayanan pajak pratama, dimana tempat objek pajak
PBB berada dengan melampirkan bukii-bukii lainnya. (Sfandar
Operasional Prosedur Penenimaan Pembayaran PBB elektronik, hal:
40).

Hanya saja karena kehidupan masyarakat yang semakin
modern dan canggih sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus
en juga untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada

cepat dan efisi
ib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan
wajl



Bangunan melalyi fasilitas perbankan elektronik serta untuk lebih
meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak,
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui pertimbangan itulah
Dirien Pajak bekeria sama dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen
Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan di bidang perbankan elektronik yaitu
pembayaran melalu anjungan tunai mandiri (ATM).

Adapun skema atau alur pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan dengan mengunakan e-filling system sesuai dengan surat

edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-28/PJ./2003 yaitu:
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ALUR. PEMBAYARAN PBE MELALUT ATM BCA

Lampiran Surat Edaran
Momar SE-ZEPLEG/ 2003
Tanggad : 21 Juli 2003

SILANAN
MEMASLIKKAN
O KARTU ANDA 0
0 PEASE o 0
0 INSERT .
o YOUR CARD O
2
SILAKAN
MEMASURKAN
0 PIN ANDA 0
0 o
O 0
O UNTUK MEMBATALKAK TRANSAKSE ]
TERKAN "CANCEL
3
SILAKAN MEMILTH JUMLAH UANG
UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKS
TEKAN ‘CANCEL'
[« 20,000 300,000 = |7
] = 40000 400,000 = |
1| < 100,000 500,000 = |[]
| REGISTRAST TRANSAKSE LAIN = |[]
| = E-BANKING
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M e
ekanisme | Alur Pembayaran PBB Melalui Electronic Filling
System

Bangunan

Adapun mekanisme atau alur pembayaran Pajak Bumi dan

(PBB) melalui electronic filing system misalnya Anjungan

Tunai Mandiri (ATM) adalah :

b.

Waijib pajak memasukkan kartu ATM.

Wajib pajak memasukkan PIN.

Wajib pajak memilih jumiah uang untuk melakukan transaksi
dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Waijib pajak memilih transaksi yaitu transfer antar rekening.

Waijib pajak memilih jenis pembayaran, misalnya pajak.

 Wajib pajak memilih jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

Wajib pajak memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP).

Waijib pajak memasukkan tahun pajak yang akan dibayar.

Waijib pajak menunggu Informasi dari data transaksi yang telah
dilakukan diatas.

Jika data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

telah muncul dilayar monitor telah benar maka transaksi telah

selesai.
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k. Setelah i i
ah ity wajib pajak mengambil tanda terima pembayaran

(Struk) Pajak Bumi dan Bangunan pada mesin Anjungan tunai
mandiri yang keluar dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Permasalah yang muncul dalam masyarakat apabila
menggunakan sistem elektronik ini adalah dalam hal keabsahan
bukti pembayaran melalui fasilitas perbankan elektronik tersebut
yang biasanya disebut dengan struk pembayaran. Banyak
masyarakat yang masih meragukan keabsahan dari  bukti
pembayaran tersebut namun setelah keluarnya Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masyarakat pengguna
jasa layanan boleh bemafas lega karena dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 1 disebutkan
bahwa: ‘informasi dan/atau dokumen elekironik dan/atau hasil
cefakannya merupakan alat bukti yang sah”. Hal ini tentunya
menghapus keraguan masyarakat khususnya yang melakukan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan

fasilitas perbankan elektronik yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
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Skema Pembayaran PBB Online

Kantor Pusat KPDIP
Bank —* | (Kantor Pelayanan
- Direktorat Jenderal
Pajak)
& 'y
Y v
Bank Daerah KPP (Kantor
Pembayaran PBB Pelayanan Pajak)
ATM/Teller Pratama

Mengenai skema pembayaran PBB Online menurut Sigit Andrianto,
SE, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Barat mengemukakan kepada penulis (wawancara

tanggal 19 Maret 2009) bahwa :

“Berdasarkan gambar skema diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak
yang melakukan pembayaran PBB secara online yang dilakukan
melalui e-filling system atau pembayaran secara elektronik m?.fa.fui
ATM dapat dilakukan, tetapi menyangkul masalah data diinput
langsung ke kanfor pusat tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di
cabang, selanjutnya data pembayaran F'EE yang baradat di Kanfor
Pusat diserahkan ke KPDJP yang ada di pz{satlsefan_.-ujnya dari
KPDJP melanjutkan ke KPP Pratama yang ada di sefiap cabang.
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PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PEB DAN BPHTB
PERIODE JANUARI 2008 S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2008

KOTA MAKASSAR

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

(Dalam ribuan rupiah)
== TAHUN 2007 TAHUN 2008
» KOTA | . — Realisasl Penerimaan - Realisasl Pemarimasn
VAR Penerimaan ;u.__,zmi Mingguinl |sdMingguini| % | Pensrimaan  *° Hﬁﬂ: Minggu bl |sdMingpuini| %
T F 1 4 5 £ T i § it i 1i 13
i MAXASSAR
- Padpecann = 1 - a . . ' s a
- Perkataan 43,857 000 45,302 748 45,302 7145 10350  47.781.828 40,150, 482 136,476 1 45285538 10347
Jumlgh (THA) 43,857,000 | 45392745 45,392,745 103.50 A1 TE1EIE| 49,150,462 136,176 | 49,205,838 10347
- Perksbunan - - . -
- Perfuaanan . . - - . . - . .
- Perlambanga : Migas 18472000 | 21845768 21,845,765 11828 E02125 | 1GEE3 567 2382007 | 22.76R00s [
Jurmiah (APEN) E2325000 |  BT.ZXESID £7,238,510 107,82 £9,503.953 | 69,023,449 1528,283| 71,551,732 102,83
BFHTE 62,673,000 36,080,442 32,080,442 BOLTE 59,108.450 56,237 550 184,398 56,424 948 o543
L PEE+ BPHTE 125,002,000 | 105,318,852 | | 195318,952 25| 428890403 | AXR 2600889 722680 | 127863620 3945

Tahapan Prosentas | Makagzar, 31 Desember 2008
Janwai  1%=1% Jui 15%=50% & Kepala Karsar
Febuuari 1%=M% Agustus 155%=85% Kepala Seksi Pengotanan Data & infarmagsl
Maret  3%=5% Sepremper F5%e00%
Apell  5%=10% Chilobar 10%=100%
Mei  10%=20% Kepembier (M=100% QQLL
Juwi 15%=35% Desember Ue=100%
Slgit Andrianta
MIF G007 7568

P ook |



Mengenai per kembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sigit Andrianto, SE, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mengemukakan bahwa

‘Pelaksanaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke
fahun mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari table diatas. Rencana
penenmaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sebesar 47 781,828
tatapi realiasi penerimaan hingga Desember 2008 mencapai 49,295,638,
Ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota
Makassar mengalami peningkatan dengan persentase 103,17%."

Demikianlah uraian penulis mengenai perkembangan realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode Januari 2008 sid tanggal 31

Desember 2008 yang ada di Kota Makassar.
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PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PEB DAN BPHTB
PERIODE JANUARI 2008 S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2008
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

(Dalam ribuan rupiah)
ok Realisas] Penprimann
KABLPATEN Uraian Rercena Penerdmasn w
6.d Mingga Lali Minggu inl &4 Minggu Inl
Z ] L] 3 ] 7 ]
MAHASSAR
- Fedesaan - . : : 3
- Perkgiaan 11,500,671 11,615,048 &5.810 11,651 4% 101 40
Jumlah (KB} 11,500,671 11,615,048 46,610 11,661,858 104,40
- Parkabunan .
- Perhulanan s : F - L
- Perlambangan : Wisas 1,257 315 6,621,329 2392, 107 2013436 124.00
Jumiah (AFEN] 18, 76,048 18,236,577 LAWY 20,675,554 Rl L]
BFHTH 19,208 485 2Man 1005 5481 11,332052 140.54
PG « BPHTE 15,068 535 19,464,548 2,542 T80 A2 007 348 11835
Sumber data ; Kanfor Pelayanan Fajak Pratama Makassar Barat . S o
Tahapen Prosenias; Makagssar, 31 Desember 2008
Jaar  1%=1% Juli 15%=50% an. Fegpaa Kanlor
Felruan 1%=2% Aguptas 15%=855% Kepas Seks Pengoizhan Dna & infamasi
Margl  3%=5% Seplember 25%=00%
Apid S%=10% Oiiinber $046=100%
ME 10%s20% Mopember 0%e100% QE 9
Jumi 15%=35% Desemibar s 100% __,_‘

- §

Sign Andnanio
IR 05077556



engenai Perkembangan realisas;i penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sigit Andrianto, SE, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mengemukakan bahwa :

Khusus di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat,
Fﬂfkﬂfﬁbﬂﬂgan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode
Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 juga mengalami peningkatan.
Dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 11,500,671
menjadi 11,661,858. Ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat
mengalami peningkatan dengan persentase 101,40%."

Demikianlah uraian penulis mengenai perkembangan realisasi penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan periode Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.
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BABV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota
Makassar dengan menggunakan E-filling system yaitu melalui Anjungan Tunai
Mandiri (ATM) telah dapat dilakukan, namun menyangkut masalah data diinput
langsung ke kantor pusat tanpa diketahui oleh pihak bank yang ada di cabang,
selanjutnya data pembayaran PBB yang berada di Kantor Pusat diserahkan ke
Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang ada di pusat
selanjutnya dari KPDJP melanjutkan ke KPP(Kantor Pelayanan Pajak)

Pratama yang ada di setiap cabang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan dengan menggunakan E-filing system agar lebih melakukan

koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain.
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